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PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kehidupan manusia tidak akan pernah luput dari kebutuhan peradilan, sebab
jika tidak ada peradilan yang mengadili kehidupan ini maka mungkin akan semakin
rusak ekosistem di Negara ini, sedang sekedar menetapkan susunan undang-undang
belumlah cukup untuk menyelamatkan kehidupan sosial. Negara Indonesia adalah
Negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen
ketiga disahkan 10 November 2001. Untuk mewujudkan Negara hukum salah satunya
diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan
keadilan disegala bidang kehidupan melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini
memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang
sangat penting dalam Negara hukum Indonesia.

Pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-
laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak
dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup
berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-
cara yang di ridhloi- Allah SWT. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa
berlangsungnya sebuah pernikahan haruslah diiringi dengan kerelaan antar calon
pengantin. Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami
oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya
yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di

Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan



harus dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya
sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan.*
Perkawinan di Indonesia diatur dalam suatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 No. | Tambahan Lembaran
Negara No. 3019) dan untuk pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa Undang-Undang
Nomor | Tahun 1974 mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Hal
ini berarti sejak saat itu pula secara yuridis formal berlaku suatu hukum nasional yang
mengatur masalah perkawinan di Indonesia, dengan demikian secara resmi
menghapus segala peraturan hukum perkawinan yang berlaku sebelumnya, yaitu
ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet
boek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen
Indonesier Stb 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de 8
Gemengde Huwelijken Stb 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur
tentang perkawinan.? BAB | Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan
bahwa :
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Ketentuan mengenai- putusnya ikatan perkawinan dan akibat-akibatnya,

secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Lebih khusus lagi bagi orang-orang Islam diatur di dalam Kompilasi

Hukum Islam. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

! Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Penerbit

Liberty,Yogyakarta, 1982, him 22.
K. Wantjik Saleh, hukum perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, him 20.
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Perkawinan, putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena kematian,
perceraian, dan keputusan pengadilan. Putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan
karena perceraian berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, dapat terjadi
karena talak atau karena gugatan perceraian. Talak adalah ikrar suami di hadapan
sidang Pengadilan Agama (Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam). Talak adalah ikrar
suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya
perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131
(Pasal 117). Talak yang akan diikrarkan oleh suami kepada isterinya, dilakukan oleh
si suami dengan mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta
meminta agar diadakan sidang untuk keperluan penjatuhan ikrar talak tersebut (Pasal
129 Kompilasi Hukum Islam). Gugatan perceraian adalah gugatan yang diajukan oleh
isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi
tempat tinggal Penggugat (isteri), kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman
bersama tanpa izin suami (Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami-istri). Di
samping itu, berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan
Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa perceraian
dapat terjadi karena satu atau lebih alasan berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain
diluar kemampuannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
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4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain;

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga;

Suami melanggar taklik talak;

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak
rukunan dalam rumah tangga.

~

Akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak
dari suami (Pemohon), adalah mantan suami wajib, berdasarkan Pasal 149 Kompilasi
Hukum Islam :

1. Memberikan mut'ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas

isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut gobla
al dukhul (belum dicampuri);

2. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada
bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak
ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila
gobla al dukhul;

4. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang
belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka

mut’ah, nafkah iddah, pelunasan mahar bagi qobla al dukhul, dan biaya hadhonah
bagi anak, baru bersifat “wajib” untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan
istri yang ditalaknya, setelah ikatan perkawinan suami-istri tersebut dinyatakan putus
atau setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan
Agama.®

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, perceraian karena talak sah terjadi
apabila :

1. Dilakukan di depan sidang pengadilan agama (setelah Pengadilan Agama
tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami-istri);

¥ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990, him 7.



2. Disertai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 116
Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah 9 Tahun

3. égzsczﬂdilan Agama menjatuhkan putusan yang mengizinkan suami
mengucapkan ikrar talak dan putusan tersebut mempunyai kekuatan
hukum yang tetap/inkracht van gewijsde;

4. Suami mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan agama (dalam
tempo maksimal 6 bulan sejak putusan izin ikrar talak berkekuatan
hukum tetap).

Dengan demikian, ikrar talak yang dilakukan/diucapkan Pemohon, meskipun
belum dipenuhi mut’ah dan nafkah iddahnya oleh Pemohon kepada Termohon,
sepanjang dilakukan/diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, adalah sah. Di
dalam praktik, sebelum diucapkan ikrar talak, si suami (Pemohon) biasanya diminta
oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memberikan mut’ah dan nafkah iddah
yang telah ditetapkan kepada calon mantan istri pada saat sebelum persidangan
pengucapan ikrar talak. Ada pula Pemohon yang menitipkan mut’ah dan nafkah
iddah tersebut kepada Pengadilan Agama (konsinyasi), yang mana Termohon setelah
sidang pengucapan ikrar talak, dapat mengambilnya di Pengadilan Agama tersebut.*
Gugurnya hak suami dalam melakukan pembacaan ikrar talak mengakibatkan ikatan
perkawinan tetap sah di mata hukum.

Pada dasarnya antara permohonan cerai talak dan gugatan cerai memiliki
proses dan alur proses persidangan yang sama. Namun terdapat 1 (satu) hal yang
menjadi esensi dalam rangkaian proses permohonan cerai talak yang tidak ada dalam
perkara gugatan perceraian, yaitu adanya proses ikrar talak yang wajib untuk
dilakukan oleh pihak suami yang hendak menceraikan istrinya. Talak merupakan
ikrar suami selaku Pemohon di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah

satu penyebab putusnya perkawinan. Dalam Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam

(Kompilasi Hukum Islam) disebutkan bahwa :

* M. Yahya Harahap, Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Pengadilan Agama, Sinar
Grafika, Jakarta, him 31.



“Putusnya suatu perkawinan selain karena cerai mati hanya dapat dibuktikan
dengan adanya surat cerai berupa putusan pengadilan agama, baik dalam
bentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak”.

Pihak suami memiliki hak untuk mengucapkan ikrar talak tersebut dalam
kurun waktu 6 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama yang menyatakan
menerima permohonan cerai talak pemohon, kemudian mengizinkan ikrar talak
baginya (si pemohon) dan selanjutnya terbit putusan Hakim yang berkekuatan hukum
tetap. Jika dalam kurun waktu 6 bulan tersebut suami tidak juga mempergunakan
haknya yaitu mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan, maka hak tersebut
gugur dan perkawinan tidak putus karena perceraian.” Dengan gugurnya hak yang
dimiliki oleh pihak suami tersebut, maka ia tidak dapat mengucapkan ikrar talak
tersebut sehingga, perceraiannya batal demi hukum. Hal tersebut mengakibatkan jika
tetap hendak bercerai, suami harus mengajukan permohonan cerai talak baru dan
memulai kembali prosesnya dari awal. Dalam proses pembacaan ikrar talak tersebut
pihak suami selaku Pemohon harus hadir langsung dan tidak dapat diwakili oleh
kuasa hukum.

Tata cara pemeriksaan persidangan merupakan bagian dari proses dari
persidangan di peradilan di Indonesia, karena agar terlaksananya putusan hakim yang
seadil-adilnya, sejarah adanya peradilan telah ada sejak dahulu kala, karena
merupakan kebutuhan setiap manusia yang mempunyai masalah. Dewasa ini perkara
cerai talak semakin marak, maka dari itu Pengadilan di Indonesia dituntut untuk lebih
profesional dalam menangani perkara perceraian. Permohonan adalah suatu surat
permohonan yang didalamnya berisi suatu tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang
berkepentingan terhadap suatu hak yang tidak mengandung sengketa, sehingga

badan-badan peradilan dalam mengadili suatu perkara permohonan (voluntair) bila

> Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya, Sinar Grafika,
Jakarta, 1994, him 113-114.



dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Sedangkan
Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon. Seperti halnya akibat hukum yang
disebabkan oleh pasangan suami istri yang mengajukan permohonan cerai talak,
setelah permohonannya diterima dan pemohon / suami tidak hadir mekipun telah
dipanggil dengan patut yang disebabkan oleh beberapa faktor, maka akibat hukumnya
adalah gugurnya suatu permohonan cerai talak.’

Sifat kodrati wanita yang cenderung lebih lemah daripada pria mendukung
hadirnya perlindungan hukum secara normatif sebagai legalitas dalam pelaksanaan
tataran praktis. Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung harkat martabat
wanita telah meratifikasi Konvensi CEDAW (Penghapusan Segala Diskriminasi
Terhadap Wanita) dan ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik). Dalam UUD Republik Indonesia dukungan tersebut termaktub pada Pasal 28
| ayat (2) berbunyi :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas

dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang

bersifat diskriminatif.”

Landasan tersebut menjamin perlindungan dan penegakan Hak Asasi
Manusia non diskriminasi. Landasan tersebut harus terus dipantau dalam
pelaksanaannya mengingat pepatah yang menyatakan “sebagaimana pohon yang
dirawat dengan baik tetap saja akan ada buah yang busuk”. Agar buah busuk tersebut
tetap dalam jumlah yang minimal. Pada tataran pelaksanaan penegakan hukum non
diskriminasi bagi wanita di Lingkungan Pengadilan, Mahkamah Agung
mengeluarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Perma tersebut merupakan pedoman

mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, saksi,

® Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1987,
him 213



atau perempuan sebagai pihak. Maka Perma ini juga dapat dijadikan sebagai dasar
atau payung hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam
perkara perdata di Pengadilan Agama, terutama dalam perkara perceraian yang
merupakan 90% (sembilan puluh persen) lebih merupakan perkara perdata agama di
Indonesia.

Pandangan A. Choiri, akses keadilan terhadap perempuan sebagai pihak
dalam kasus perceraian khususnya (Cerai Talak) masih belum memenuhi keadilan
gender. Khusus dalam pelaksanaan/putusan izin Cerai Talak telah berkekuatan
hukum tetap (BHT), Pengadilan lebih berpihak kepada suami (laki-laki), karena
Pengadilan langsung menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak dan kemudian
memanggil suami dan istri tersebut atau kuasanya, tanpa terlebih dahulu menunggu
suami mengajuka permohonan eksekusi putusan izin Cerai Talak tersebut.
Pengadilan tidak berpihak kepada kepada istri, karena apabila terdapat kewajiban
hukum sebagai akibat terjadinya Cerai Talak tersebut, misalnya : mut’ah, nafkah
iddah, atau pembayaran nafkah lampau (madhiyah), maka pihak istri harus
mengajukan permohonan eksekusi putusan tersebut secara prosedural, tentu harus
terlebih dahulu membayar panjar biaya eksekusi dengan semua prosesnya. Sedang
sebagian kecil hakim yang telah mempertimbangkan- nilai-nilai keadilan gender
dengan menetapkan kewajiban hukum akibat talak yang menjadi hak istri tersebut
harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrara talak
dilaksanakan, tidak dibenarkan oleh Kamar Agama Mahkamah Agung RI, karena

dianggap sebagai premature eksekusi.’

" A. Choiri, Artikel, “Berkah Perma No. 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang
menjadi Korban Perceraian.” Baca SEMA No. 3 Tahun 2015 Tentang Hasil Rumusan Kamar
Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (Rumusan Kamar
Agama), Jakarta, 2018.



Perma Nomor 3 Tahun 2017 memberi harapan keadilan bagi perempuan dan
anak anak korban perceraian. Sesuai Pasal 6 huruf ¢ berbunyi :

“Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
menggali nilai-nsuilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang
setara dan non diskriminasi. Sudah tentu nilai-nilai hukum yang terdapat di
dalam Al-Qur’an, As-Sunnah, kitab-kitab Figih dan Kompilasi Hukum Islam
merupakan hukum yanng hidup dalam sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pada buku yang berjudul ‘Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan
Keadilan karya Mukti Arto” memberikan pendapat tentang kebijakan Hakim dalam
memberikan perlindungan hukum dan keadilan yang ditujukan kepada perempuan
dan anak dalam kasus-kasus perceraian yang tidak berlaku Ultra Petita, yakni :®

1. Hak-hak istri akibat perceraian, apalagi jika perceraian itu terjadi
disebabkan oleh kesalahan suami namun keutuhan-rumah tangga tidak
bisa dipertahankan lagi, maka guna memberi perlindungan hukum dan
keadilan kepada istri, suami harus dihukum memberi mut’ah dan
nafkah iddah yang layak kepada istri. Meskipun istri tidak memintanya
namun hakim secara ex officio dapat menetapkannya berdasarkan
ketentuan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Hak-hak anak akibat perceraian orang tuanya, apabila hadhanah atas
anak yang belum mummayyiz ditetapkan berada pada ibunya, maka
demi perlindungan anak, ayah dapat dihukum memberi biaya
pemeliharaan anakvtersebut. Meskipun ibunya tidak memintanya,
namun demi perlindungan kelangsungan hidup anak, maka hakim
secara ex officio dapat mewajibkan ayah untuk menanggung biaya
penghidupan anak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf f
KHI.

3. Dalam menjatuhkan amar putusan, periksalah apakah masih diperlukan
amar tambahan 'supaya perlindungan dan kepastian hukum bagi para
pihak dapat diwujudkan. Yakni amar kondemnatoir dan amar penopang
kemudahan eksekusi.

4. Apabila amar mengenai pokok perkara masih memerlukan eksekusi
ataupun tindak lanjut administrasi, maka periksalah apakah diperlukan
amar tambahan secara ex officio berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat
(3) dan Pasal 58 ayat (2) UU-PA jo. Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat
(2) UU Kekuasaan Kehakiman yang secara teologis mengendaki agar
eksekusi dan/atau tindak lanjut administrasi nantinya dapat dilakukan
dengan efektif dan efisien serta terhindar dari hambatan yuridis
maupun teknis dalam eksekusi nanti. Hal ini misalnya :

a. Amar pembebanan dwangsom (secara ex officio) atas
keterlambatan penyerahan anak yang hadhanahnya ditetapkan

& Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
2017 him. 129-133.



berada pada Penggugat/Pemohon sedang anak berada dalam

penguasaan Tergugat atau pihak ketiga.

Amar perintah kepada pemohon agar pembayaran mut’ah dan

nafkah iddah untuk bekas istri dilakukan pada saat suami

mengucapkan ikrar talak di muka sidang pengadilan. Hal ini
didasarkan atas perimbangan sebagai berikut :

1) Amar tersebut untuk membantu dan menyelamatkan bekas istri
dari kesulitan eksekusi jika harus diajukan tersndiri melalui
prosedur eksekusi biasa, apalagi jika jumlah tidak sebanding
dengan biaya eksekusi. Sehingga dengan amar tersebut bekas
istri akan terselamatkan  dari  kesulitan dan  kerugian
baik waktu, tenaga, maupun biaya akibat prosedur eksekusi
yang memberatkan;

2) Untuk menciptakan keseimbangan-antara hak dan kewajiban
suami, yakni jika hak ikrar talak suami dilaksanakan, maka
kewajiban suami-untuk membayar mut’'ah dan nafkah iddah
pun harus juga dilaksanakan;

3) Untuk- mewujudkan keadilan, “yakni jika hak suami untuk ikrar
talak diberikan, maka hak istri akibat ikrar talak harus juga
diberikan oleh hakim pada saat yang bersamaan karena ikrar
talak dan mut’ah dan nafkah iddah merupakan satu paket
keadilan;

4) Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Peradilan
Agama menganut asas melindungi kaum perempuan pada
umumnya danistri pada Khususnya demi terwujudnya
perlindungan hukum dan keadilan, maka di sinilah kesempatan
yang tepat bagi hakim untuk melindungi bekas istri;

5) Mut’ah dalam perceraian sesungguhnya identik dengan mahar
dalam akad nikah, sehingga dapat diberikan pada saat nikah,
atau setidak-tidaknya berpegang pada prinsip lebih cepat lebih
baik, demikian pula mut’ah dan nafkah iddah akan lebih baik
jika diberikan pada saat ikrar talak;

6) Eksekusi tersebut bukanlah termasuk prematur atau belum tiba
saatnya atau belum waktunya karena hak istri akibat perceraian
sudah merupakan fakta hukum yang pasti manakala suami sudah
mengucapkan ikrar talak, pembayaran tersebut tidak harus
menunggu habisnya masa iddah dan tidak dianggap prematur;

7) Adakah dasar hukumnya bahwa pembayaran nafkah dan mut’ah
pada saat suami-mengucapkan ikrar talak di depan sidang adalah
prematur. Bukankah memenuhi kewajiban itu harus berpegang
pada prinsip lebih cepat lebih baik;

8) Apabila menurut pertimbangan yang adil bahwa mut’ah dan
nafkah iddah itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi yang
melekat pada perceraian, maka hal itu menjadi syarat untuk dapat
dilaksanakan ikrar talak yang halal, apalagi jika perceraian itu
terjadi akibat kesalahan suami dalam rumah tangga;

9) Namun demikian manakala pada saat ikrar talak ternyata suami
belum atau tidak siap dengan kewajibannya itu sedang istri
merelakan untuk ditunda pembayarannya atau suami dibebaskan
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olehnya dari kewajibannya itu, maka ikrar talak tetap dapat
dilangsungkan tanpa pembayaran kewajiban;

10) Dalam masa iddah talak raj i tidak ada kewajiban atas istri untuk
melayani suaminya sehingga tidak ada kata nusyuz karena tidak
mau melayani suaminya;

11) Manakala ternyata di kemudian hari terjadi rujuk, maka nafkah
iddah berubah menjadi nafkah zaujiyah, sedangkan mut’ah tetap
menjadi hak pribadi istri.

Sebagai penegak hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam
pelaksanaan kepastian hukum merupakan kewajiban. Pada paradigma hukum acara
perdata hakim bersifat pasif, akan tetapi terdapat keadaan-keadaan yang
memposisikan Hakim agar berlaku aktif dalam menyelesaikan perkara perdata
dengan pertimbangan keadilan. Sebagaiamana pada penanganan kasus-kasus
perceraian yang tidak berlaku larangan ultra petita berdasarkan wewenang yang
diberikan Pasal 41 huruf ¢ UU Perkawinan dan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum
Islam sebagai hak ex-officio Hakim. Perma No. 3 Tahun 2017 menjadi dasar untuk
mempertegas hak ex officio Hakim yang diberikan Pasal 41 huruf ¢ UU Perkawinan
dan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam memeriksa, mengadili dan
memutuskan kasus sengketa perceraian untuk mencapai keadilan berlandaskan
kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menurut data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung,

angka perceraian yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2018 di

Pengadilan Agama Pati sebagaimana terdapat dalam tabel sebagai berikut :
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Tabel 1 : Jumlah Perceraian di Indonesia Tahun 2016 sampai dengan 2017.

N Tah Juml Ce Ce Lai Perk Ce Cer La
0 un ah rai rai n- ara rai ai in-
Perk Tal gu lain diput Tal Gu lai

ara ak ga us ak gat n

t

1 201 2.957 83 1.8 319 3.074 88 1.8 33
6 5 03 3 52 9
2 201 3.284 93 2.0 290 3.271 92 2.0 27
7 2 62 3 49 9
3 201 2.481 64 1.6 221 2.318 60 15 21
8 5 15 5 03 0

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2016 tercatat sebanyak
2.957 (dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) perkara cerai talak sebanyak 835
(delapan ratus tiga puluh lima) dan cerai gugat sebanyak 1.803 (seribu delapan ratus
tiga) perkara dan perkara selain perceraian sebanyak 319 (tiga ratus sembilan belas),
yang diputus sebanyak 3.074 (tiga ribu tujuh puluh empat) perkara, cerai talak
sebanyak 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) dan cerai gugat sebanyak 1.852
(seribu delapan ratus lima puluh dua) perkara dan selain perceraian sebanyak 339
(tiga ratus tiga puluh sembilan). Tahun 2017 tercatat sebanyak 3.284 (tiga ribu dua
ratus delapan puluh empat) perkara cerai talak sebanyak 932 (sembilan ratus tiga
puluh dua) dan cerai gugat sebanyak 2.062 (dua ribu enam puluh dua) perkara dan
perkara selain perceraian sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh), yang diputus

sebanyak 3.271 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu) perkara, cerai talak sebanyak

12




925 (sembilan ratus dua puluh lima) dan cerai gugat sebanyak 2.049 (dua ribu empat
puluh sembilan) perkara dan selain perceraian sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh
sembilan). Tahun 2018 tercatat sebanyak 2.481 (dua ribu empat ratus delapan puluh
satu) perkara cerai talak sebanyak 645 (enam ratus empat puluh lima) dan cerai
gugat sebanyak 1.615 (seribu enam ratus ratus lima belas) perkara dan perkara selain
perceraian sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu), yang diputus sebanyak 2.318
(dua ribu tiga ratus delapan belas) perkara, cerai talak sebanyak 605 (enam ratus
lima) dan cerai gugat sebanyak 1.503 (seribu lima ratus tiga) perkara dan selain
perceraian sebanyak 210 (dua ratus sepuluh). Tren perkara perceraian yang diputus
dalam tiga tahun terakhir oleh putusan mahkamah syar’iyvah/ Pengadilan Agama
Pati cenderung meningkat.’ Perceraian di Kabupaten Pati disebabkan banyak hal,
seperti ditinggal pergi begitu saja sehingga tidak ada tanggung jawab dari pihak
laki-laki, faktor orang ketiga, pertengkaran terus menerus hingga menyebabkan
KDRT, masalah perekonomian dan lain sebagainya.™

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik melaksanakan penelitian yang
berjudul : “Implementasi Perlindungan Hak-Hak Isteri Dalam Perkara Cerai
Gugat di Pengadilan Agama Pati Pasca Berlakunya Perma Nomor 3 Tahun
2017”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan pokok permasalahan
dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimanakah akibat hukum hak-hak Istri dalam perkara cerai gugat di

Pengadilan Agama Pati pasca berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2017 ?

® Angka Perceraian di Pati. https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893. Diakses 2
Oktober 2018.

10 sabil Huda, Wawancara Pribadi, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama (PA) Pati Kelas 1B,
5 November 2018.

13



2. Bagaimana perlindungan hukum atas hak-hak isteri dalam perkara cerai gugat di
Pengadilan Agama Pati ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari ketiga rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini
memiliki dua tujuan utama yaitu:
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum hak-hak Istri dalam
perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pati pasca berlakunya Perma
Nomor 3 Tahun 2017.
b. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum atas hak-hak isteri
dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pati.
2. Tujuan Subjektif
a. Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap serta akurat tentang
obyek yang diteliti terkait dengan implementasi perlindungan hak-hak Isteri
dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pati pasca berlakunya Perma
Nomor 3 Tahun 2017.
b. Sebagai bahan untuk menyusun tugas akhir penulisan hukum yang menjadi
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.
D. Manfaat Penelitian
Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang
diteliti.Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis
pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang
saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini

penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
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Manfaat Akademis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan
dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.

Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
Untuk mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan hak-hak Isteri
dalam perkara cerai gugat pasca berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2017.
Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan
untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya

Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan
pada khususnya tentang preceraian.

Memberikan informasi secara meluas kepada masyarakat tentang
perlindungan hak-hak Isteri dalam perkara cerai gugat pasca berlakunya
Perma Nomor 3 Tahun 2017.

Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi

penulis, khususnya bidang hukum acara pidana

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penulusuran yang dilakukan penulis, penelitian tentang Perma Nomor 3

Tahun 2017, sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain seperti yang

tertera pada tabel 2.

Tabel 2 : Penelitian Terdahulu

No. Nama Penulis Judul/Bahasan Universitas

1. NAUFAL RIKZA PENGARUH PERMA NO 3 TAHUN | UNIVERSITAS
2017 TERHADAP PERKARA MUHAMMADIYAH
PERCERAIAN DI PENGADILAN SURAKARTA
AGAMA (Tinjauan Putusan
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Perceraian di Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri).

Bentuk permasalahan dalam
penelitian ini adalah

tentang perbedaan putusan yang dibuat
Hakim dalam perkara perceraian
sebelum dan sesudah ditetapkannya
PERMA No. 3 Tahun 2017, serta
kendala yang timbul dalam pelaksanaan
PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam
memutus perkara perceraian di
Pengadilan Agama.

Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah yuridis-normatif
(doktrinal).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
dalam putusan permohonan cerai talak
terdapat perbedaan yakni sesudah
ditetapkannya PERMA No. 3 Tahun
2017 dalam putusan permohonan cerai
talak terdapat perintah untuk membayar
nafkah iddah, mut’ah, dan madliyah
sebelum pengucapan ikrar talak.
Sedangkan dalam putusan gugatan
perceraian sebelum dan sesudah
diundangkannya PERMA No. 3 Tahun
2017 tidak terdapat perbedaan. Dalam
hal ini Hakim mempunyai kendala
sehingga penerapannya kurang

maksimal.

Habba Zuhaida

RESPON HAKIM TERHADAP
PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NO 3 TAHUN 2017

UIN WALISONGO
SEMARANG
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TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERKARA
PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM (Studi di
Pengadilan Agama Kudus)

Studi ini dimaksudkan
untuk menjawab permasalahan: (1)
Bagaimana kedudukan perempuan
berhadapan dengan hukum? (2)
Bagaimana respon hakim terhadap
Perma No. 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara
Perempuan berhadapan dengan
hukum?
Dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode penelitian
kualitatif lapangan (field research),
dengan melakukan wawancara
kepada para hakim di lingkungan
Pengadilan Agama. Pada penelitian
ini penulis ingin mengetahui
bagaimana kedudukan perempuan
berhadapan dengan hukum dan
bagaimana respon hakim terkait
Perma No.3 Tahun 2017.Hasil dari
penelitian ini ialah bahwa
perlindungan kepada perempuan
telah diupayakan, dan terus
dilakukan peningkatan untuk
menjamin hak-hak perempuan
khususnya ketika perempuan
berhadapan dengan hukum. Hakim

di lingkungan Pengadilan Agama
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merespon baik terhadap lahirnya
Perma No. 3 Tahun 2017, karena
Perma ini memberi jaminan kepada
perempuan ketika di persidangan,
serta memberi jaminan hak-hak
perempuan pasca putusan

pengadilan

Muhlifa Nur
Prahandika

PENETAPAN KADAR NAFKAH
IDDAH DAN MUT’AH OLEH
HAKIM PADA CERAI TALAK DI
PENGADILAN AGAMA
SALATIGA(Studi Putusan Cerai Talak
Tahun 2017)

Pernyataan utama yang ingin dijawab
melalui penelitian ini adalah: (1)
Bagaimana profil putusan perkara cerai
talak dalam penetapan kadar nafkah
iddahdan mut’ahdi Pengadilan Agama
Salatiga tahun 2017, (2) Apakah alasan
yang menjadi pertimbangan
pengambilan putusan hakim Pengadilan
Agama Salatiga dalam menetapkan
kadar nafkahiddah dan mut’ahpada
perkara cerai talak, dan (3) Bagaimana
tinjauan Undang-undang Perkawinan
dan hukum lIslam atas putusan hakim
Pengadilan Agama Salatiga terhadap
penetapan kadar nafkah iddah dan
mut’ah pada perkara cerai
talak.Penelitian ini menggunakan
penelitian lapangan yang bertempat di
Pengadilan Agama Kota Salatiga
dengan subjek penelitiannya adalah

NSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI
(IAIN) SALATIGA
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hakim. Metode pendekatan yang
digunakan adalah kualitatif deskriptif
analisis dan yuridis normatif. Teknik
pengumpulan data menggunakan
observasi, wawancara dan
dokumentasi. Dan untuk menguji hasil
temuan data tersebut maka peneliti
menganalisa data dengan menggunakan
deskriptif analitis dengan pola
deduktif. Temuan penelitian ini
menujukkan bahwa pada tahun 2017
terdapat 26 putusan dari 263 putusan
cerai talak yang terdapat penetapan
kadar nafkah iddahdan atau
mut’ah.Alasan hakim dalam penetapan
kadarnya adalah mempertimbangkan
kesepakatan kedua belah pihak,
kemampuan suami, kesanggupan
suami, biaya hidup sebelum perceraian,
tuntutan isteri, lamanya pernikahan,
dan pendapat ahli Hukum Islam yang
menyatakan pemberian mut’ahberupa
nafkah selama satu tahun. Dalam
pengambilan putusan kadar nafkah
iddahdan mut’ahdi Pengadilan Agama
Salatiga telah sesuai dengan hukum
yang berlaku, ini dibuktikan dengan
penerapan hak ex officio pada pasal 41
huruf (c) UU Perkawinan dan
berpedoman pada pasal 149 KHI huruf
(a) dan (b). Dan ada keterkaitan yang
erat yaitu menitik beratkan pada

kemampuan suami sebagai acuan
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utama hakim dalam menentukan
kadarnya, hal tersebutsesuai dengan
keterangan didalam KHI pasal 80 ayat
(4) huruf (a) dan pasal 160 serta sesuai
dalam keterangan al-Quran surat at-

Talaq ayat 7dan al-Bagarah ayat 236.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode pendekatan yuridis-sosiologis (socio legal research). Suatu studi
yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak di alam
pengalaman sebagai pola perilaku dalam mewujudkan pranata sosial atau
institusi  sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan
hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris.™*
2. Metode Analisis
Istilah  analisis ~ mengandung makna  mengelompokkan,
menghubungkan dan membandingkan aspek-aspek hukum yang berkaitan
dengan implementasi perlindungan hak-hak Isteri dalam perkara cerai
gugat di Pengadilan Agama Pati pasca berlakunya Perma Nomor 3 Tahun
2017. Analisis dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.** Penelitian ini

merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan Yuridis

11 gpetandyo Wignjosoebroto, 2007, Hukum, Paradigma, Metode Penelitian dan Dinamika
Masalah, Elsam & Huma, Jakarta, him 183.
12 Sutrisno Hadi,,Op.cit, him 21.
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Empiris atau biasa disebut juga sebagai Yuridis Sosiologis. Penelitian ini
berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan
mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati
bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu
bekerja di masyarakat."®

Pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) tersebut dalam tesis
ini digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang perlindungan
terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode
deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status
sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem
pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian
deskriptif hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel,
gejala, atau keadaan.'* Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini
diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci sistematis.

Metode deskriptif yang umum digunakan dalam penelitian
lapangan adalah metode studi kasus. Metode studi kasus (pendekatan
genetik) merupakan metode penelitian yang berupaya mencari kebenaran
ilmiah dengan cara mempelajari secara mendalam dan dalam jangka waktu
yang lama. Studi ini _merupakan kajian mendalam tentang peristiwa,

lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau

'3 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010.Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 47.

1% Andi Prastowo, 2011, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian,
AR-Ruzz Media, Yogyakarta, him 179.
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memahami sesuatu hal. Esensi studi kasus pada dasarnya merupakan studi
yang mendalam tentang “individu.”*®
3. Sumber Data dan Bahan Hukum
Secara umum, jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum
terarah pada penelitian data primer dan data sekunder.* Jenis dan Sumber data
penelitian dari penulisan tesis ini adalah:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan secara langsung,
observasi, tanya jawab, sampel dan responden melalui wawancara atau
interview dan penyebaran angket, sedangkan penelitian kepustakaan
hanya sebagai data pendukung.'’ Data primer atau data utama
diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan dan informan
yang pernah mendapatkan kasus seperti yang dimaksud.Informan
dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan
tambahan data tersebut mengenai masalah perkara cerai gugat pasca
berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2017. Tipe wawancara yang
dilakukan adalah wawancara bebas, yaitu wawancara yang disesuaikan
dengan kondisi yang ada tetapi berpedoman pada pertanyaan yang
telah dipersiapkan dan masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan
yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan.

Wawancara bebas ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban

mengenai gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti.Sifat

> Ibid., him 186-187.

'*Ibid, him 6.

" Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. Metode Peneitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalamania
Indonesia, him 10.
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wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya
wawancara.yang subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang
diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.
Wawancara ini diilakukan terhadap:
1) Hakim Pengadilan Agama Pati;
2) 2 (dua) Pasangan Cerai.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian
kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan
menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan
hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder.*® Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga
yaitu:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer adalah Bahan hukum yang sifatnya
mengikat. Data primer atau data utama diperoleh dari hasil wawancara
dengan para informan dan informan yang pernah mendapatkan kasus
seperti yang yang dimaksud.Informan dalam.penelitian ini terdiri dari
informan kunci dan informan tambahan data tersebut mengenai masalah
perlindungan hak-hak Isteri dalam perkara cerai gugat pasca berlakunya
Perma Nomor 3 Tahun 2017.. Dalam hal ini penulis menggunakan

sumber data Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

18 Soerjono Soekanto, 1982. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres, Jakarta.hlm 52.
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4.

2)

3)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi
Hukum Islam (KHI), Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya tidak
mengikat atau bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer.
Sumber datanya dari hasil pertemuan ilmiah, hasil seminar, hasil
penelitian, buku-buku tentang hukum perkawinan, perceraian, dan
Pengadilan Agama, jurnal-jurnal ilmiah.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
meliputi:

a) Kamus Hukum;
b) Kamus Bahasa Indonesia;
¢) Kamus Bahasa Inggris;

d) Encyclopedia.

Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis

kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang

menghasilakan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh
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responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.™

Setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali

bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban

dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut

selanjutnya dilakukan analisis hukum terhadap implementasi perlindungan

hak-hak Isteri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pati pasca

berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2017.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I.

BAB II.

BAB IlI.

PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka
Konseptual, kerangka teoritik, Metode Penelitian Dan Sistematika
Penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum perkawinan, tinjauan
umum tentang perceraian, prosedur acara cerai talak di Pengadilan
Agama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akibat hukum hak-hak Istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan
Agama Pati pasca berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2017. Faktor-
faktor yang mempengaruhi seorang Isteri tidak mengajukan hak-

haknya berupa nafkah iddah, nafkah madliyah, dan mut’ah dalam

9 Ibid, hlm 192.
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BAB IV.

proses perceraian di Pengadilan Agama Pati. Pertimbangan hukum
hakim dalam menjatuhkan putusan setelah adanya Perma Nomor 3
Tahun 2017.
PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai solusi atau jalan

keluar dari permasalaha
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